The Protection of LGBT  (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Rights According to Human Rights Perlindungan Hak-Hak LGBT  (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender)  Menurut Hak Asasi Manusia by Taebenu, Olivia J. S.




The Protection of LGBT  
(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) 
Rights According to Human Rights 
Perlindungan Hak-Hak LGBT  
(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender)  
Menurut Hak Asasi Manusia1 
Oleh: Olivia J. S. Taebenu2 
 
ABSTRACT 
This article addresses the issue of how the 
development of International Human Rights 
Law and other legal systems of states often 
times undermines the acceptance of sexual 
orientation and gender identity that 
ultimately impacts on how minimum are 
the protection toward lesbians, gays, 
bisexuals, and transgenders. More 
concretely, this article tries to explain this 
issue by using international human rights 
law instruments such as International 
Covenant on Civil and Political Rights, 
International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, and other regional 
human rights convention such as European 
Convention on Human Rights and Inter-
American Convention on Human Rights. 
Moreover, on the basis of comparison this 
article also uses various judicial decisions of 
several human rights judicial bodies such as 
the European Court of Human Rights and 
Inter-American Court of Human Rights and 
also judgments of several states’ Supreme 
Court on cases regarding the rights of LGBT 
where states, in their legal and religious 
discourses, whether directly or indirectly, 
often put the LGBT people as their subject 
of discrimination, torture and other ill-
treatment, arbitrary detention, and were 
not granted civil liberties such as freedom 
of expression and freedom of association. 
When emphasizing substantial differences 
among current states’ policies and the 
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international human rights law, this article 
also shows the current tendencies of states 
to include the LGBT people on rights that 
were once forbidden for the LGBT people to 
obtain, such as the right to adopt, right to 
have same-sex marriage, and right to 
change their biological sex by the use of 
medical examinations, and so on. 




      Artikel skripsi ini membahas mengenai 
bagaimana perkembangan hukum hak asasi 
manusia (HAM) internasional dan sistem 
hukum di banyak Negara seringkali tidak 
sejalan dalam hal penerimaan orientasi 
seksual dan identitas gender yang pada 
akhirnya berdampak pada minimnya 
perlindungan terhadap kaum Lesbian, Gay, 
Bisexual, dan Transgender. Dalam artikel ini 
selanjutnya menggunakan instrumen-
instrumen hukum HAM internasional 
seperti International Covenant on Civil and 
Political Rights, International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights, dan 
berbagai konvensi HAM regional seperti 
European Convention on Human Rights dan 
Inter-American Convention on Human 
Rights. Selain itu, digunakan pula putusan 
peradilan dari beberapa badan peradilan 
HAM seperti European Court of Human 
Rights, Inter-American Court of Human 
Rights dan putusan dari Mahkamah Agung 
berbagai Negara sebagai perbandingan 
praktek-praktek hukum dan tradisi agama 
dalam suatu Negara, baik secara langsung 
maupun tidak langsung yang meletakkan 
kaum LGBT sebagai korban diskriminasi, 
penyiksaan dan perbuatan kejam lainnya, 
ditahan secara sewenang-wenang, dan 
tidak diberikan kebebasan dalam 
menyatakan pendapat dan kebebasan 
berkumpul atau berorganisasi. Seraya 
menekankan perbedaan antar satu Negara 
dengan Negara lain dalam praktek 
diskriminasi maupun gagalnya perlindungan 




hak-hak lain terhadap kaum LGBT, artikel 
ini juga membahas perkembangan akhir-
akhir ini dimana gerakan perlindungan hak 
kaum LGBT mulai dicanangkan dan 
berdampak pada beberapa Negara mulai 
menyertakan kaum LGBT dalam pemberian 
dan perlindungan hak yang mulanya 
dilarang seperti hak untuk mengadopsi 
anak, untuk melangsungkan pernikahan 
sesama jenis, mengubah jenis kelamin 
melalui proses medis, dan lain sebagainya.  
Kata kunci: LGBT, homoseksual, Hak Asasi 
Manusia, ICCPR 
 
A. LATAR BELAKANG 
     Sehubungan dengan perkembangan era 
globalisasi, masyarakat dunia juga sudah 
semakin mengetahui dan mengerti betapa 
pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM). 
Belakangan ini, segala aspek isu negara-
negara di dunia sangat berkaitan erat 
dengan isu HAM, baik dari segi ekonomi, 
sosial, politik, maupun budaya semuanya 
dapat dikatakan berhubungan langsung 
dengan perlindungan Hak Asasi Manusia. 
HAM adalah sebuah hak yang dimiliki 
sebagai manusia dan semua umat manusia 
memiliki hak ini.3 Karena karakter yang 
dimiliki oleh HAM bersifat fundamental, 
sehingga hak ini dianggap sebagai suatu hal 
yang pada dasarnya merupakan 
konsekuensi dari seorang individu. 
Instrumen-instrumen Hukum HAM 
Internasional seperti Deklarasi Universal 
HAM,4 International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR),5 maupun 
International Covenant on Economic, Social, 
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and Cultural Rights (ICESCR)6 membawa 
perubahan yang signifikan dalam 
perjuangan untuk meningkatkan 
kepedulian setiap orang terhadap 
pentingnya rasa kemanusiaan. HAM 
menyandarkan nilai-nilainya pada tradisi, 
kebiasaan-kebiasaan, dan norma-norma 
yang diterima secara umum, walaupun 
tidak semua negara memiliki kebiasaan 
maupun norma tersebut. Dihubungkan 
dengan keberadaan kaum LGBT yang 
menjadi pembahasan skripsi ini, tidak lepas 
dari tradisi kebiasaan yang sudah ada dan 
berkembang dalam masyarakat. 
Keberadaan kaum LGBT telah ada sejak 
lama, namun tidak banyak orang yang 
mengenal dan menerima keberadaan kaum 
LGBT ini. Keberadaan kelompok ini mulai 
dikenal pada saat Perang Dunia dimana 
kelompok Nazi melarang keberadaan 
mereka dan mengirim mereka ke Kemah 
Konsentrasi (Concentration Camp) untuk 
kemudian disiksa dan dibunuh secara 
masal.7 Setelah berakhirnya PD II dan mulai 
dicetuskan pentingnya Hak Asasi Manusia, 
kaum LGBT mulai berani menyuarakan 
keberadaan mereka dan pentingnya hak 
mereka untuk dilindungi.8 Namun hal ini 
tidak berlangsung dengan baik, karena 
norma-norma agama yang sangat kental 
melarang hubungan asmara antara 
pasangan sesama jenis.9 Kriminalisasi kaum 
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LGBT berlangsung terus menerus sejak saat 
itu. Pada tahun 1977, di San Fransisco 
Amerika Serikat, seorang Pengawas Kota 
bernama Harvey Milk menjadi orang gay 
pertama yang menjadi pejabat sipil.10 
Harvey Milk sangat vokal menyuarakan 
persamaan hak untuk kaum LGBT. Oleh 
karena keaktifan Harvey Milk dalam 
menyuarakan perlindungan hak-hak LGBT, 
bahkan Propinsi Quebec di Kanada menjadi 
propinsi pertama yang melarang 
diskriminasi atas dasar orientasi seksual. 
Namun perjuangan Milk menuai hasil yang 
pahit, karena setahun setelah itu Harvey 
Milk dan Walikota San Fransisco saat itu, 
George Moscone dibunuh atas dasar 
mempromosikan hak LGBT di wilayah San 
Fransisco.11 Setelah era Harvey Milk, 
penerimaan kaum LGBT masih mengalami 
pro dan kontra. Di beberapa negara di 
dunia, keberadaan kaum LGBT dilarang 
keras oleh hukum yang berlaku di negara 
tersebut. Di Iran dan Afghanistan, hukuman 
mati dijatuhkan pada warganya yang 
didapati terlibat hubungan sesama jenis.12 
Di Zimbabwe, Presiden Robert Mugabe 
memberikan pernyataan mengenai 
keberadaan kaum LGBT di negaranya 
bahwa “animals in the jungle are better 
than these people” (hewan di hutan lebih 
baik daripada orang-orang ini) dan 
“homosexuals are worse than dogs and 
pigs” (kaum homoseksual lebih buruk 
derajatnya daripada anjing dan babi).13  
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Citizens.(http://www.huffingtonpost.com/2013/07/
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Pada akhir tahun 2012, Kremlin atau dewan 
legislatif Rusia mengeluarkan RUU yang 
melarang “propaganda homoseksual” dan 
peraturan ini sudah mulai diterapkan di 
sembilan propinsi di Rusia.14 Segala bentuk 
barang yang menunjukkan kegiatan pro 
homoseksual seperti bendera pelangi 
ataupun logo dianggap sebagai 
“propaganda” yang melanggar peraturan 
domestik Rusia.15 Peraturan ini menarik 
protes dari para aktivis hak-hak LGBT di 
Rusia yang kemudian menyelenggarakan 
demonstrasi di tengah kota St. Petersburg, 
ibukota Rusia, namun demonstrasi ini 
ditentang oleh pemerintah setempat dan 
beberapa aktivis yang mengikuti 
demonstrasi ditindas oleh oknum-oknum 
pemerintah yang kemudian memenjarakan 
mereka.16 Bahkan pada saat penulis 
menyelesaikan skripsi ini, negara India 
kembali membuat peraturan yang 
mengkriminalisasi kaum homoseksual,17 
dan negara Uganda mengeluarkan 
peraturan yang mengkriminalisasi kaum 
LGBT yang disebut Anti-Homosexuality Act 
2014 dimana kegiatan mempromosikan, 
mendukung, ataupun terlibat  hubungan 
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seks sesama jenis dapat dijatuhi hukuman 
penjara bahkan sampai hukuman mati.18 
     Pentingnya penerimaan komunitas 
internasional akan keberadaan dan 
perlindungan hak kaum LGBT perlu 
ditekankan dikarenakan instrumen-
instrumen hukum HAM intenasional 
menjamin hak dan kebebasan fundamental 
manusia seperti hak untuk tidak 
didiskriminasi,19 hak untuk bebas 
berasosiasi,20 bebas mengeluarkan 
pendapat,21 hak untuk tidak ditahan secara 
sewenang-wenang,22 dan hak untuk bebas 
dari penyiksaan.23 Hampir semua negara di 
dunia telah menandatangani dan 
meratifikasi konvensi-konvensi HAM yang 
mengatur tentang hak dan kebebasan 
seperti yang telah disebutkan sebelumnya 
yang tentunya menjadi hak dasar setiap 
orang termasuk kaum LGBT. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat 
disimpulkan perumusan masalah  penulisan 
skripsi ini, yaitu: 
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1) Bagaimana pengaturan perlindungan 
hak kaum LGBT menurut Hak Asasi 
Manusia? 
2) Bagaimana implementasi perlindungan 
hak-hak LGBT oleh komunitas 
internasional? 
 
C. METODE PENELITIAN 
     Penulisan skripsi ini menggunakan 
metode penelitian kepustakaan atau library 
research. Metode ini mendasarkan pada 
bahan hukum primer dan sekunder. Bahan 
hukum yang didapatkan dari berbagai 
referensi atau literatur yang ada kemudian 
diolah dan dianalisis secara kualitatif 
dengan menggunakan logika berpikir dan 
deduksi yaitu hal-hal yang bersifat umum 
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat 
khusus. 
     Lebih khusus, penulisan skripsi ini 
menggunakan metode penelitian doktrin 
hukum (Legal Research), dimana penelitian 
terpusat pada studi dokumen, yakni 
menggunakan sumber-sumber hukum 
berupa undang-undang, konvensi ataupun 
perjanjian internasional, putusan-putusan 
pengadilan, teori-teori hukum, maupun 
pendapat dari ahli-ahli hukum, yang 
kemudian diinterpretasikan ke dalam suatu 
tulisan yang berhubungan antar kejadian 
dan peraturan tertulis sehingga tulisan 
tersebut bekerja secara sistematis, jelas, 
dan teliti. 24 
 
PEMBAHASAN 
1. Pengaturan Perlindungan Hak-Hak LGBT 
Menurut Hak Asasi Manusia 
     Meskipun timbul perdebatan dalam 
hukum internasional mengenai status 
perlindungan dari kaum LGBT dan 
bagaimana mereka dikelompokkan  
kelompok yang dilindungi  hukum 
internasional, namun untuk skripsi ini 
penulis mencoba mengemukakan berbagai 
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aturan dalam hukum HAM internasional 
yang menjamin perlindungan hak-hak asasi 
terhadap setiap orang, terlebih khusus hak-
hak untuk bebas mempunyai dan 
mengeluarkan pendapat, hak atas 
kebebasan berkumpul, hak untuk tidak 
didiskriminasi, hak untuk bebas dari 
penyiksaan maupun perlakuan atau 
penghukuman lain yang kejam, tidak 
manusiawi atau merendahkan martabat 
manusia, dan hak untuk tidak ditahan 
secara sewenang-wenang. 
i. Non-Diskriminasi 
     Universal Declaration on Human Rights 
mengatur hak untuk tidak mendapat 
perlakuan diskriminasi yang dijelaskan 
dalam Pasal 7 dimana semua orang adalah 
sama di depan hukum tanpa adanya 
diskriminasi. Semua orang berhak 
mendapatkan perlindungan terhadap 
diskriminasi yang melanggar UDHR. 
Sedangkan Pasal 26 ICCPR dinyatakan hal 
yang serupa namun lebih dijelaskan bahwa 
perlindungan terhadap diskriminasi berlaku 
terhadap diskriminasi atas ras (race), warna 
kulit (skin colour), jenis kelamin (sex), 
bahasa (language), agama (religion), 
keanggotaan politik (political or other 
opinion), asal kewarganegaraan ataupun 
kelompok sosial  (national or social origin), 
kepemilikan (property), kelahiran (birth), 
maupun status lainnya. Hal yang senada 
juga dituangkan  European Convention on 
Human Rights (ECHR) Pasal 14, dalam 
Pembukaan African Charter on Human and 
Peoples’ Rights atau Piagam Afrika, dan 
Inter American Convention on Human 
Rights atau Pakta San Jose yang 
menjelaskan dimana konvensi - konvensi 
tersebut menjamin perlindungan atas 
diskriminasi berdasarkan hal – hal seperti 
ras, bahasa, agama, dan lain sebagainya. 
     Prinsip non-diskriminasi memang tidak 
menyertakan peraturan yang menyatakan 
haruslah ada pembedaan perlakuan dan 
pemberian hak dan kebebasan terhadap 
beberapa individu maupun kelompok 
tertentu seperti yang diberikan terhadap 
anak-anak dibawah umur, orang pribumi, 
orang asing, bukan warga negara, dan 
sebagainya.25 Beberapa pendapat yang 
dikeluarkan oleh UNHCHR dalam beberapa 
kasus menyatakan bahwa prinsip non-
diskriminasi dan penikmatannya tidaklah 
harus sama terhadap setiap orang; karena 
setiap orang memilki dasar tersendiri untuk 
tidak didiskriminasi, namun itu juga tidak 
berarti bahwa hak non-diskriminasi yang 
dimiliki berbeda tersebut tidak memiliki 
maksud atau tidak berdasarkan alasan yang 
jelas.26 Tidak adanya peraturan yang jelas 
dalam konvensi-konvensi HAM 
internasional mengenai hak non-
diskriminasi terhadap kaum LGBT,27 bukan 
berarti bahwa kaum LGBT tidak mendapat 
perlindungan yang setara dengan individu 
maupun kelompok lain yang secara jelas 
mendapat perlindungan dalam hukum 
internasional. 
ii. Penahanan secara sewenang-wenang 
(arbitrary detention) 
     Beberapa instrumen hukum HAM 
internasional seperti Pasal 9 UDHR 
disebutkan bahwa tidak seorang pun boleh 
ditangkap, ditahan atau dibuang dengan 
sewenang-wenang. Beberapa tahun 
kemudian ICCPR memuat peraturan dalam 
Pasal 9 ayat 1 yang menguraikan bahwa 
semua orang berhak atas kebebasan dan 
keamanan. Tidak seorang pun dapat 
ditangkap atau ditahan secara sewenang-
wenang. Tidak seorang pun dapat 
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dihilangkan kebebasannya kecuali atas 
dasar prosedur hukum yang berlaku. United 
Nations Human Rights Committee atau 
Badan PBB yang khusus menangani 
masalah HAM menekankan bahwa sebuah 
penahanan yang mulanya sesuai dengan 
peraturan hukum dapat berubah menjadi 
penahanan yang sewenang-wenang jika 
ditahan dalam waktu yang panjang dan 
tidak ditentukan dan tidak memiliki 
tinjauan periodik (periodic review).28 
Disamping Pasal 9 ayat 1, sebuah 
penahanan dapat dikatakan sebagai 
penahanan secara sewenang-wenang jika 
melanggar pasal-pasal di ICCPR yang 
berhubungan seperti Pasal 14, yang 
mengharuskan persidangan didepan 
peradilan yang kompeten dan tidak 
memihak, Pasal 7 yang melarang 
penyiksaan dan perbuatan kejam lainnya, 
Pasal 10 yang mengharuskan perlakuan 
yang manusiawi selama penahanan.   
Sangat sering ditemukan kaum LGBT 
dibatasi kebebasannya atas dasar orientasi 
seksual dan identitas gender mereka.29 
Pembatasan kebebasan ini dapat berupa 
penahanan dengan proses persidangan, 
penahanan sementara, penangkapan 
dengan tujuan untuk diperlakukan secara 
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 G Alfredsson, et al. (eds). (2001). International 
Human Rights Monitoring Mechanisms. Den Haag: 
Martinus Nijhof Publishers. Hlm. 67-121; Carlos 
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en Derecho Internacional. Madrid: Marcial Pons. 
Hlm. 215-277; UN Human Rights Committee 
(UNHCHR). van Alphen v. the Netherlands 
(Communication No. 
305/1988). CCPR/C/39/D/305/1988. 23 July 1990. 
Annex IX Sect. M. paragraf. 5.8; Manfred Nowak, 
(1993). U.N. Covenant on Civil and Political Rights: 
Commentary. Strasbourg: N.P. Engel, Kehl. Hlm. 172; 
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Definition. 87 Int’l Review of Red Cross 857. Hlm. 18. 
29
 UNHCHR. Report of the Special Rapporteur on 
Extrajudicial, summary or arbitrary executions. UN 
Doc. A/HRC/4/20. 29 January 2007. Hlm. 112-113. 
semena-mena, dan lain sebagainya.30 
Menurut Hukum Internasional, suatu 
penahanan haruslah memenuhi kriteria 
untuk menghindari penahanan tersebut 
menjadi penahanan yang sewenang-
wenang, kriteria tersebut adalah: 
memenuhi asas legalitas, tujuan penahanan 
sesuai hukum yang berlaku, penahanan 
tersebut perlu dilakukan, proporsional, dan 
hak asasi manusia dijamin.31 Semua 
instrumen hukum HAM internasional 
memastikan bahwa sebuah penahanan 
haruslah sesuai prosedur hukum yang 
berlaku. 
 
iii. Penyiksaan maupun perlakuan atau 
penghukuman lain yang kejam, tidak 
manusiawi atau merendahkan martabat 
manusia (torture or other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment) 
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 International Commission of Jurists. (2006). Sexual 
Orientation, Gender Identity and International 
Human Rights Law. Hlm 75. 
31
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      Banyak konvensi-konvensi internasional 
yang menguraikan pengertian penyiksaan 
yang berbeda-beda, namun pada intinya 
semua konvensi tersebut melarang adanya 
penyiksaan maupun perbuatan kejam, dan 
tidak manusiawi lainnya.32 International 
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 
(ICTY) menjelaskan dalam beberapa 
putusan kasus bahwa dalam hukum 
kebiasaan internasional, tiga elemen harus 
dipenuhi untuk suatu tindakan dikatakan 
sebagai penyiksaan, yaitu: Tingkatan dari 
tindakan (infliction) baik itu tindakan yang 
telah dilakukan maupun oleh karena 
pembiaran, yang menyebabkan sakit yang 
berkepanjangan maupun penderitaan, baik 
secara fisik maupun mental; b) tindakan 
maupun pembiaran adalah disengaja 
(intentional); c) tindakan penyiksaan 
tersebut haruslah merupakan sebuah 
sarana untuk mencapai sebuah tujuan, 
yang berarti hasil dari penyiksaan harus 
bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dari 
korban yang disiksa.33 Sebagai kelompok 
minoritas, kaum LGBT sering diposisikan 
dalam posisi yang sulit dan rawan akan 
penyiksaan. Laporan Special Rapporteur 
PBB menyatakan bahwa kaum LGBT rawan 
akan tindakan penyiksaan, karena 
kebiasaan dan kepercayaan yang berakar 
dari mitos dan rasa takut yang sering 
diasosiasikan dengan gender, perilaku seks, 
dan HIV/AIDS yang merupakan kontribusi 
                                                          
32
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para. 483. 
terbesar stigma dan diskriminasi terhadap 
kaum LGBT.34 
iv. Kebebasan untuk mempunyai dan 
mengeluarkan pendapat dan kebebasan 
berkumpul (freedom of opinions and 
freedom of association) 
     UDHR menyatakan bahwa setiap orang 
berhak atas kebebasan mempunyai dan 
mengeluarkan pendapat tanpa mendapat 
gangguan, dan untuk mencari, menerima 
dan menyampaikan keterangan-keterangan 
dan pendapat dengan cara apapun dan 
dengan tidak memandang batas. ICCPR 
Pasal 19 menambahkan bahwa hak untuk 
mencari, menerima dan menyampaikan 
keterangan dapat melalui media cetak, 
dalam bentuk karya seni, atau sumber lain 
sesuai keinginan masing-masing. ECHR 
dalam Pasal 10 juga menambahkan, seiring 
dengan perkembangan teknologi, hak 
untuk mencari, menerima, bahkan 
menyampaikan pendapat juga termasuk 
kewajiban negara  memberikan izin 
penyiaran baik media televisi maupun 
perfilman. Lebih lanjut Pasal 20 ayat 1 
UDHR dituliskan bahwa “everyone has the 
right to freedom of peaceful assembly and 
association” atau yang dapat diartikan 
bahwa semua orang memiliki hak untuk 
bebas berasosiasi dan membentuk 
kelompok secara damai. Pasal 21 ICCPR 
menerangkan bahwa hak untuk bebas 
berasosiasi adalah hak atas kebebasan 
berkumpul secara damai haruslah 
dilindungi. Tidak boleh ada pembatasan 
atas hak ini selain pembatasan yang 
diberikan oleh hukum dan yang dipandang 
perlu dalam masyarakat demokratis 
terhadap kepentingan keamanan nasional 
atau keamanan publik, keteraturan publik, 
dan perlindungan kesehatan ataupun moral 
masyarakat atau perlindungan hak dan 
kebebasan dari orang lain. 
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2. Implementasi Perlindungan Hak-Hak 
LGBT Oleh Komunitas Internasional 
     Ketiadaan instrumen HAM yang khusus 
mengatur tentang hak-hak asasi kaum LGBT 
bukan berarti membebaskan negara atas 
tanggung jawab untuk melindungi hak 
mereka dalam hukum internasional. Seperti 
yang telah penulis uraikan sebelumnya, 
bahwa prinsip non-diskriminasi, hak untuk 
bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam 
lainnya, hak untuk tidak ditahan secara 
sewenang-wenang, dan hak kebebasan 
mengeluarkan pendapat dan berkumpul 
adalah hak-hak asasi yang bersifat 
universal. Terlebih lagi, banyak putusan 
peradilan dan pendapat para ahli yang 
menempatkan kaum LGBT dalam status 
“sex” ataupun “other status” yang 
keduanya dilindungi menurut Hak Asasi 
Manusia. Hal ini tentu berbanding terbalik 
dengan fakta dilapangan dimana banyak 
negara menetapkan hukum yang 
mendiskriminasi kaum LGBT dan bahkan 
melakukan praktik-praktik tertentu yang 
merugikan terhadap warga negara dan 
warga asing yang merupakan bagian dari 
kaum LGBT yang tunduk dibawah jurisdiksi 
negara-negara tersebut. Berdasarkan data 
Commonwealth Secretariat tahun 2013, 
dari 193 negara anggota PBB, hanya 12 
negara yang tidak menetapkan peraturan 
yang membatasi hak dari kaum LGBT.35 
Kebanyakan negara-negara anggota PBB 
terus menetapkan peraturan yang 
membatasi bahkan mengkriminalisasi kaum 
LGBT.  
     Namun, gagalnya pemenuhan kewajiban 
oleh hampir 80% negara di dunia tidak juga 
serta-merta dikatakan sebagai perbuatan 
yang tidak sah secara internasional. 
Negara-negara di dunia tidak hanya 
memiliki satu tradisi, budaya, dan konsep 
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University of London. Hlm 21-24. 
hukum yang sama. Tiap-tiap negara 
memiliki tradisi, budaya, maupun aturan 
hukum yang berbeda mengikuti kehidupan 
masyarakat yang berlaku di tiap negara 
tersebut. Dikarenakan perbedaan dari 
sudut ini menyebabkan interpretasi 
maupun pemenuhan kewajiban 
internasional untuk memberikan 
kebebasan seluas-luasnya seperti yang 
menjadi tujuan pembentukan konvensi-
konvensi HAM internasional dapat berbeda 
di tiap negara. Konsep ini dalam hukum 
internasional dikenal sebagai margin of 
appreciation. Doktrin margin of 
appreciation adalah suatu doktrin dalam 
hukum HAM internasional yang 
membolehkan negara-negara anggota 
suatu konvensi HAM internasional untuk 
menginterpretasikan peraturan dalam 
konvensi tersebut berbeda di tiap negara, 
dikarenakan perbedaan hukum yang 
berlaku dan tradisi juga budaya di tiap-tiap 
negara.36 Doktrin ini tidak diatur dalam 
konvensi HAM manapun ataupun travaux 
preparatoire-nya.37 Margin of appreciation 
pertama kali dicetuskan pada tahun 1958, 
satu tahun sebelum dibentuknya European 
Court of Human Rights.38 Pada saat itu 
kasus-kasus mengenai HAM masih dibawah 
European Commission of Human Rights 
(Komisi HAM Eropa), dan margin of 
appreciation pertama kali digunakan dalam 
kasus Greece v. United Kingdom, dimana 
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menurut putusannya European Commission 
menyatakan bahwa pemerintah tergugat 
(United Kingdom) dalam penggunaan pasal 
15 ECHR dibenarkan untuk bebas bertindak 
dalam suatu tingkatan tertentu (une certain 
marge d’appreciation).39 Namun, hukum 
HAM internasional juga mengenal sebuah 
prinsip yang mengatur bahwa suatu 
tindakan negara tidak boleh tidak 
proporsional atau melewati ambang batas 
aturan HAM yang sudah ditetapkan yang 
disebut prinsip proporsionalitas atau 
principle of proportionality. Prinsip 
proporsionalitas adalah sebuah prinsip 
hukum dimana sebuah tindakan negara 
haruslah masih dalam batas rasional, dan 
tidak menginvasi secara semena-mena hak 
asasi manusia tiap individu.40 Pada intinya, 
prinsip ini bertujuan untuk agar negara 
dalam melaksanakan suatu peraturan 
ataupun tindakan harus 
mempertimbangkan keadaan-keadaan dari 
individu yang bersinggungan langsung 
dengan peraturan maupun tindakan 
tersebut.41 
      Seperti yang telah diuraikan 
sebelumnya, kaum LGBT seringkali menjadi 
korban dari diskriminasi maupun 
penyiksaan. Mengingat kewajiban negara 
untuk memenuhi kewajibannya dalam 
sebuah instrument atau perjanjian 
internasional, maka sudah sepantasnya 
penggunaan doktrin margin of appreciation 
tidak boleh dikenakan terhadap kaum 
LGBT, apalagi dalam hal ini berkaitan 
dengan penikmatan hak-hak asasi manusia 
yang merupakan hak dasar semua orang. 
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KESIMPULAN 
     Instrumen-instrumen HAM internasional 
seperti ICCPR, ICESCR, CEDAW, Convention 
on Torture, Convention on the Rights of 
Child dan konvensi HAM regional seperti 
ECHR, American Convention on Human 
Rights, African Charter maupun Arab 
Charter memang tidak mengelaborasikan 
secara khusus mengenai ada atau tidaknya 
perlindungan terhadap kaum LGBT. Namun, 
seiring dengan berjalannya waktu dan fakta 
dilapangan yang menunjukkan kurangnya 
atensi dan perlindungan dari negara 
terhadap kaum LGBT menyebabkan badan-
badan khusus PBB untuk HAM dan komisi 
juga peradilan HAM regional mulai 
menyertakan orientasi seksual dan 
identitas gender sebagai kaum yang perlu 
dilindungi  hukum HAM internasional.  
 
SARAN 
     Walaupun telah dibahas sebelumnya 
mengenai perlindungan hak LGBT dalam 
aturan HAM internasional secara umum 
dan pengimplementasiannya, namun 
penulis merasa sangatlah perlu agar dibuat 
sebuah aturan khusus dalam Hukum 
Internasional yang secara spesifik mengatur 
tentang perlindungan hak-hak dari kaum 
LGBT.  Fakta bahwa banyaknya kaum LGBT 
yang didiskriminasi, disiksa, maupun 
ditahan secara sewenang-wenang adalah 
bukti bahwa perlindungan oleh negara 
terhadap kaum LGBT sangatlah minim. 
Kewajiban negara dalam memenuhi 
tanggung jawab internasional dan sifat 
universalitas HAM haruslah menjadi acuan 
perlindungan HAM terhadap kaum LGBT. 
Oleh karena itu, penting dibuat sebuah 
peraturan baik berupa konvensi, protokol, 
maupun perjanjian bilateral internasional 
yang disetujui dan diratifikasi yang 
membahas perlindungan terhadap kaum 
LGBT agar dikemudian hari tindakan 
diskriminasi terhadap kaum LGBT dapat 
berkurang. 
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